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ABSTRAK

PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PENrNGKATAN 
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

{Intan Permata Sari, 02061001088, 2010, Halaman)

Pro kontra mengenai poligami menarik untuk dikaji. Penelitian ini mengungkap 
tentang latar belakang sosiologis tentang poligami dan pengaruhnya terhadap 
peningkatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil 
penelitian, perkawinan poligami memiliki pengaruh terhadap peningkatan tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus 
yang terjadi pada keluarga yang hidup dalam ruang lingkup perkawinan poligami.

Kekerasan awal yang dilakukan para suami yang berpoligami terhadap istri 
dan anaknya berupa kekerasan secara psikologis yang kemudian dapat berkembang 
menjadi jenis kekerasan yang lain, seperti kekerasan fisik, penelantaran dalam 
rumah tangga dan beberapa jenis kekerasan lain yang masih termasuk dalam lingkup 
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Upaya-upaya yang dilakukan 
pemerintah guna menghentikan atau mengurangi tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga yang terjadi, terutama dalam perkawinan poligami belum 
dilaksanakan secara maksimal dan berkesinambungan. Saat ini, 
penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak 
dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah yang pembiayaannya secara 
swadaya.

upaya

Kata Kunci: poligami,kekerasan dalam rumah tangga.
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ABSTRACT

POLYGAMY MARRIAGE SYSTEM INFLUENCED 
INCREASING VIOLENCE IN FAMILY 

{Intan Permata Sari, 02061001088, 2010, Pages )

Agree and disagree about polygamy system is an interested topic to study. 
This research shown the sociologic background about polygamy and the influenced 
to increasing violence in family. Base on the result of researched, polygamy marriage 
system have some injluences to increasing the violence in family. It is shown from 
some cases t ha t happened in families who lived in polygamy marriage system.

The first violence that had done by the husband who practiced polygamy 
marriage system to his wifes and children is psicologic violence and then growed to 
another violence such as, physical harm, neglected in home, and other violences 
which included in a crime. The government have not done some activity to stop or 
reduce the violence in family that included in crime. This day. almost The fackling 
about violences in family done by non government department.

Key words: polygamy, violences in family
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan dan hak asasi manusia yang bersumber

dari Tuhan Yang Maha Esa, yang salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan

keturunan, seperti yang tercantum dalam QS.Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda- tanda bagi orang yang berfikir. ”

Menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pengertian 

dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Dari pengertian

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa arti dari suatu perkawinan adalah

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, 

sedangkan tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir yang dimaksud dalam pengertian tersebut memiliki arti 

bahwa ikatan tersebut secara nyata dapat terlihat antara lain dengan ditandai 

adanya kondisi hidup bersama, dapat melakukan hubungan selayaknya suami dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

1
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istri, dan memiliki peran masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. 

Sebaliknya, suatu ikatan bathin adalah suatu ikatan atau hubungan yang tidak 

terlihat secara nyata seperti, rasa kasih sayang, kesetiaan, dan rasa ingin berbagi.

Ikatan-ikatan ini haruslah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku sehingga dipandang sah dan tidak menyalahi aturan. Tata 

cara dan syarat dalam melangsungkan perkawinan di atur dalam Undang-Undang 

perkawinan, selain itu perkawinan haruslah dicatatkan guna menjadikan peristiwa 

perkawinan menjadi jelas secara administrasi sebagai pembuktian bahwa 

perkawinan tersebut benar-benar telah teijadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Di Indonesia, hukum perkawinannya menganut asas monogami, dimana

seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Asas ini sebenarnya

telah lama dibahas, jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan dibuat dan

disahkan. Asas monogami ini dijalankan dengan adanya suatu pengecualian,

dimana perkawinan boleh dilakukan lebih dari satu kali terhadap orang yang 

menurut hukum dan agamanya mengizinkan untuk memiliki istri lebih dari satu

orang. Hal ini berarti, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas 

monogami terbuka, bukan asas monogami yang absolut.2

Alasan-alasan seorang suami dapat menikah lagi antara lain dikarenakan 

istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat

^Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal
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badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak 

dapat melahirkan keturunan.3 Dengan alas-alasan tersebut maka tindakan suami 

untuk beristri lagi dibenarkan menurut Undang-Undang.

Disamping adanya alasan-alasan yang menunjang dapat dilakukannya 

perkawinan lebih dari satu kali tersebut, dalam pengajuan izin untuk menikah lagi 

kepada pengadilan haruslah didukung pula dengan syarat-syarat tertentu. Syarat- 

syarat tersebut yakni, haruslah ada persetujuan dari istri atau istri-istri 

sebelumnya, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup anak dan 

istrinya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap anak dan 

istrinya.4

Adanya pengaturan perkawinan yang mengembalikan syarat sahnya suatu

perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing menyebabkan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia disebut sebagai unifikasi yang unik. 

Hal ini membukakan jalan yang lebar untuk melakukan perkawinan poligami.

Perkawinan poligami telah ada sejak dahulu kala hingga saat ini. 

Pengertian dari perkawinan poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu 

pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.5

Berdasarkan hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan adanya syarat 

bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jumlah istri yang boleh

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) 
huruf a, b, c

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) 
huruf a, b, c
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 693
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dinikahi pun dibatasi hanya berjumlah empat orang.6 Perkawinan poligami dalam 

Islam diposisikan sebagai suatu solusi, dimana poligami hanya dapat dilakukan 

dengan alasan-alasan yang tepat dan keadaan yang mendesak, misalnya seorang 

suami yang ingin memiliki keturunan namun kondisi istri tidak memungkinkan 

untuk hal tersebut maka poligami bisa dilakukan namun tetap dengan adanya 

persetujuan dari pihak istri.

Namun pada kenyataannya, praktek poligami telah disimpangkan dari 

tujuan mulia perkawinan dan pengaturannya. Hal ini menyebabkan perkawinan 

poligami lebih sering menjadi masalah terutama bagi kaum wanita.

Perkawinan poligami senyatanya dilandasi dengan adanya motif untuk

memperoleh pengakuan bahwa ia adalah seorang laki-laki sejati yang dibuktikan

dengan memiliki istri lebih dari satu orang. Hal ini dijadikan sebagai simbol dari

kejantanan seorang laki-laki. Ada pula yang menjadikan pola perkawinan 

poligami sebagai gaya hidup mereka, seperti banyak yang terlihat sekarang ini 

yakni bila seorang laki-laki yang telah memiliki status sosial tinggi atau telah 

memiliki harta kekayaan yang cukup banyak, maka ia merasa perlu untuk 

menikah lagi dan hidup dalam perkawinan poligami. Pola perkawinan poligami 

seperti ini sangatlah rentan untuk terjadinya praktek kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengertian setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

6 QS. An-Nisa ayat: 3
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atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga.7

Berdasarkan pengertian tentang KDRT tersebut maka perkawinan 

poligami bisa saja dikategorikan sebagai salah satu penyebabnya karena 

kebanyakan korban poligami, dalam hal ini adalah istri dan anak, pada awalnya 

merasakan ketidaknyamanan dan rasa tertekan bathin dalam menjalani hidup 

dalam perkawinan poligami. Ini berarti poligami telah menimbulkan penderitaan 

secara psikologis. Biasanya hal ini kemudian akan diikuti dengan tindakan- 

tindakan lain seperti penelantaran rumah tangga, pemukulan, dan penganiayaan

i

secara verbal.

Dampak-dampak buruk perkawinan poligami juga seringkah ditimbulkan

karena faktor-faktor dari luar perkawinan. Faktor-faktor tersebut antara lain

budaya patrilinel yang dipahami secara keliru oleh sebagian besar masyarakat. 

Mereka beranggapan bahwa suami adalah kepala rumah tangga yang berperan 

sebagai pemimpin dan penguasa yang bebas untuk melakukan apa saja yang 

dikehendakinya tanpa adanya hak anggota keluarga lain untuk menunjukan rasa 

ketidaksetujuan terhadap keputusan yang diambilnya. Istri dan anak hanya 

dianggap sebagai sosok yang lemah dan selalu bergantung kepada suami sebagai

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tancea 
Pasal 1 ayat (1)
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kepala rumah tangga sehingga tindakan yang bertentangan dengan suami 

dianggap sebagai suatu bentuk pembangkangan.

Selain itu aparat penegak hukum yang menganggap bahwa persoalan yang 

timbul dan terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah urusan pribadi dan 

permasalahan yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka juga 

beranggapan bahwa masalah poligami adalah hal yang sangat biasa dan wajar 

dilakukan oleh para suami dan sangatlah berlebihan bila istri atau anak-anak yang 

berada dalam perkawinan poligami untuk mempermasalahkan kekerasan yang 

terjadi dalam rumah tangga tersebut.

Hal ini juga didukung oleh belum memadainya fasilitas yang disediakan 

pemerintah guna menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan dari pihak korban 

KDRT. Padahal fasilitas-fasilitas tersebut merupakan hal yang penting dalam

penyelesaian kasus KDRT, karena biasanya para korban akan cenderung malu

untuk menceritakan masalah pribadinya, apalagi yang terjadi dalam

perkawinannya kepada orang lain di luar rumah tangganya.

Berbagai macam faktor tersebut kemudian mempengaruhi pola pikir dan 

sikap tindak para korban. Mereka seringkah tidak menyadari bahwa mereka telah 

menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena 

terkadang pemukulan, caci maki, dan segala bentuk kekerasan lain yang dilakukan 

oleh suami kepada anak dan istrinya dianggap lumrah dan biasa pada sebagian 

masyarakat yang masih terbelakang dalam pendidikan dan memegang budaya 

yang sangat kuat. Namun, bukan berarti masyarakat atau istri dan anak yang
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memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi terhindar dari tindak kekerasan 

dalam rumah tangga. Mereka juga memiliki potensi dan permasalahan yang 

sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan poligami yang menyebabkan 

kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat.

Selain itu, adapula yang sebenarnya menyadari bahwa diri mereka adalah 

korban KDRT namun takut untuk mengambil tindakan karena kuatir atas sikap 

aparat dan masyarakat yang tidak akan menanggapi secara aktif atas laporan yang 

mereka lakukan. Hal tersebut seringkah ditunjang ketidaktahuan mereka tentang 

hukum dan prosedur beracara dalam peradilan. Ada pula korban yang 

menganggap bahwa proses hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit yang 

tidak akan mungkin sanggup untuk mereka bayar. Hal ini seringkali menjadi

sama

alasan dan keluhan para korban KDRT untuk menghindari proses hukum.

Selain itu, kendala terbesar terhadap penanganan korban KDRT dalam

perkawinan poligami adalah tidak terdapatnya kepastian data mengenai jumlah 

perkawinan poligami yang sesungguhnya. Masalah tersebut terjadi karena 

perkawinan poligami dilakukan secara agama, tanpa adanya pencatatan dari 

petugas pencatat perkawinan dan tidak terdaftar secara resmi pada negara atau 

lebih populer dengan istilah nikah siri.

Biasanya perempuan yang terjebak dalam lingkup KDRT dapat kemudian 

beralih peran sebagai pelaku kekerasan terhadap anak-anaknya. Hal ini 

disebabkan karena ia telah terlebih dahulu mendapat tekanan secara psikis 

maupun fisik oleh suaminya sehingga ia berusaha mencari pelampiasan
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kekesalannya. Perempuan yang hidup dalam ruang lingkup perkawinan poligami 

juga berpotensi untuk menjadi pelaku KDRT.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Women’s Crisis Center (WCC) 

Palembang, jumlah KDRT diwilayah Propinsi Sumatera Selatan cukup tinggi 

seperti yang terlihat pada tabel berikut. 8

TABEL I.I
LAPORAN KEKERASAN YANG DITANGANI WCC

PersentaseJumlahJenis Kekerasan
51,87%194KDRT
13,90%52KDP
11,23%42Perkosaan
9,63 %36Kekerasan Lainnya

30 8,02 %Trafficking
5,35 %Pelecehan Seksual dan Pencabulan 20
100%374JUMLAH

Sumber : WCC Palembang, 2009

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan yang

terjadi adalah sebanyak 374 kasus dan kasus KDRT merupakan kasus terbanyak

yang ditangani (194 kasus). Dilihat dari kerakteristik korban dan pelaku maka

dapat diketahui bahwa pada rentang usia 25-40 tahun merupakan usia terbanyak 

dari korban dan pelaku ( 157 orang korban dan 102 orang pelaku). Jika dilihat dari 

tingkat pendidikan maka korban yang hanya memiliki tingkat pendidikan terakhir 

SLTA merupakan jumlah korban yang terbesar (173 orang), sedangkan tingkat 

pendidikan pelaku yang paling banyak adalah Perguruan Tinggi (117 orang). 

Berdasarkan data yang ada, korban terbanyak adalah ibu rumah tangga yakni

8 laporan tahunan WCC tahun 2009
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sebanyak 178 orang, sedangkan pelaku yang paling banyak adalah yang berprofesi 

sebagai pekerja swasta (72 orang) dan pegawai negeri (70 orang)9. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kebanyakan kasus KDRT diderita oleh kaum perempuan.

Upaya hukum yang paling banyak ditempuh oleh para korban KDRT 

adalah dengan jalan perceraian karena cara inilah yang dianggap paling aman dan

memiliki resiko yang cenderung kecil dibandingkan harus memproses suami yang 

melakukan KDRT secara pidana10.

Walaupun telah terdapat aturan yang jelas mengenai Perkawinan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah adanya aturan mengenai

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004, namun senyatanya kekerasan dalam Perkawinan Poligami masih saja

berlangsung.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik dan berinisiatif 

untuk menulis skripsi yang diberi judul:

“PENGARUH PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP

PENINGKATAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA”

9 Laporan Tahunan WCC Tahun 2009
10 Laporan Tahunan WCC Tahun 2009
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B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh perkawinan poligami terhadap kekerasan dalam rumah

tangga?

2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh korban dan pemerintah atau

instansi yang berwenang guna menyelesaikan tindakan kekerasan dalam rumah

tangga yang teijadi pada perkawinan poligami?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan poligami terhadap peningkatan tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah guna 

menghentikan atau mengurangi segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi 

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang menimpa 

korban wanita dan anak-anak.

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan mengenai perkawinan 

poligami dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan poligami 

kepada pemerintah.
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2. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai perlindungan dan hak korban

KDRT.

Sedangkan manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah memberikan masukan 

dan bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan dan penyempurnaan 

peraturan yang akan datang yang di perlukan untuk menjamin terciptanya

keadilan dan kepastian hukum.

D. Metode Penelitian

1. Bentuk penelitian

Penelitian merupakan gabungan antara studi yuridis empiris dan studi yuridis

normatif yakni dengan melihat dan mempelajari kenyataan yang ada yang

kemudian ditunjang dan disesuaikan dengan data-data dan ketentuan yang

tertulis.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data antara lain :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan 

maupun pengamatan yang dilakukan, antara lain dengan melakukan 

wawancara terhadap korban kekerasan dalam perkawinan poligami dan 

beberapa lembaga yang menangani masalah Perkawinan dan KDRT, 

seperti:

1) Pengadilan Agama Kelas I A Palembang.

2) Women Crisis Center (WCC) Palembang.
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3) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang, 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan menelusuri literatur 

maupun peraturan dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1) Data dan informasi yang didapat dari lembaga bantuan hukum terhadap 

korban tindak kekerasan rumah tangga dan instansi-instansi yang terkait 

dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.

2) Bahan kepustakaan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini.

3) Bahan atau sumber data yang diperoleh melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan jalan melakukan wawancara

terstruktur terhadap beberapa responden yang dianggap mengetahui

permasalahan dan melakukan pengamatan yang dilakukan di lapangan

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di sekitar wilayah kota Palembang dan

sekitarnya guna mendapatkan data yang akurat dan dapat di percaya

keabsahannya.

5. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriftif kualitatif yakni 

suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar 

kemudian diolah menjadi suatu tulisan yang ringkas dan sistematis.
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Selanjutnya hasil analisis dikonstruksikan berupa analisa sehingga dapat 

menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian dapat ditarik 

kesimpulan secara umum.
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